BABYV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh DPR dianggap
inkonstitusional. Karena seperti yang telah diuraikan diatas pemberhentian hakim
hanya dapat dilakukan dengan secara hormat dan tidak hormat sesuai dengan
ketentuan didalam Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto ini di dasari dengan
alasan yang tidak memenuhi Pasal 23 ayat (1) dan (2) tersebut dan hanya berdasarkan
pada alasan politik yang di inginkan oleh lembaga pengusung, yaitu DPR. Sehingga
menimbulkan pandangan bahwa hakim konstitusi itu merupakan representasi dari
lembaga pengusung yang harus mengikuti keinginan dari lembaga pengusung. Hal
ini juga menyebabkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang
menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka jadi kehilangan jati dirinya sebab
adanya intervensi dari pihak lain.

Mekanisme pemberhentian hakim konstitusi Aswanto juga dinilai cacat
formil karena pemberhentian hakim hanya dapat dilakukan dengan permintaan dari
ketua Mahkamah Konstitusi lalu diajukan kepada Presiden dan ditetapkan dengan
Keputusan Presiden, namun didalam kasus ini pemberhentian hakim langsung dari
lembaga pengusul yaitu DPR kepada Presiden. Maka dari itu, muncul ketidakpastian
hukum karena penerapan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dari
perundang-undangan, baik dari alasan pemberhentian nya atau dari tata cara
pemberhentianya.

Dengan adanya kasus ini, menimbulkan dampak yang buruk bagi Mahkamah
Konstitusi. yang pertama, hilangnya kepercayaan dari masyarakat publik yang
menganggap Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitusion dapat

diganggu oleh pihak lain, sehingga jika hakim konstitusi dapat diganggu dalam
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menjalankan fungsinya, akan menimbulkan masalah yang cukup serius kedepanya.
Karena DPR selaku pembuat Undang-Undang, bilamana produk Undang-Undang
yang dihasilkan merugikan masyarakat, Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi
dan peran sebagai penjaga konstitusi dan penjaga hak asasi manusia sudah diganggu
dan tidak mencerminkan fungsinya lagi. Yang kedua, berdampak kepada hakim
konstitusi yang menganggap dirinya sebagai representasi dari lembaga pengusung.
Jika tidak mengikuti keinginan dari lembaga pengusung, sistem ketatanegaraan di
Indonesia sudah jauh dari negara hukum karena hakim konstitusi akan ditindak
secara sewenang-wenang dan tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
hakim dari lembaga yang kekuasaan kehakiman yang merdeka karena adanya tekanan

dari pihak lain.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa hal yang dapat menjadi
perhatian dan perlu diperbaiki. Yang pertama, harus adanya kepastian hukum dengan
penerapan yang sesuai dengan ketentuan didalam peraturan perundang-undangan
agar tidak ada pihak pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pemberhentian hakim
seharusnya sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum didalam Pasal 23 Ayat (1)
dan Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bukan
pemberhentian yang didasari dengan alasan politik, dan harus menjunjung tinggi
prinsip independen Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga. Pengangkatan
dan pemberhentian hakim juga dilakukan dengan akuntabel, transparan, dan
parsitipatif.

Yang kedua, harus adanya tindak lanjut atas pemberhentian hakim aswanto
ini dengan gugatan Keppres No. 114/P tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
kepada Tata Usaha Negara, karena jika dilihat dari mekanisme pemberhentianya
sangat diragukan keabsahanya. Dan yang terakhir harus adanya pengaturan yang

menegaskan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi, karena amanat dari Pasal
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24C Ayat (6) UUD NRI 1945 pengaturan tersebut harus melalui undang-undang,
bukan diserahkan kepada lembaga pengusung hakim konstitusi, juga perubahan atas
Undang-Undang Mahkamah Konsitusi dengan menegaskan tata cara pemberhentian
hakim yang tercantum didalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), bukan memperluas

kewenangan lembaga pengusung untuk memberhentikan hakim konstitusi.

Meskipun DPR memiliki hubungan dengan Mahkamah Konstitusi, namun
DPR seharusnya mengetahui batasan-batasan yang dilakukan dalam mengintervensi
Mahkamah Konstitusi dan tidak terlalu jauh dalam mencampuri urusan didalam
lembaga Mahkamah Konstitusi, begitu pula dengan Presiden yang seharusnya
mengetahui bagaimana mekanisme pemberhentian hakim yang sesuai dengan
ketentuan norma didalam peraturan perundang-undangan agar terciptanya demokrasi

yang adil dan sistem pemerintahan yang baik.
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